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Abstrak

Dalam hal pelaksanaan pengangkutan orang dengan menggunakan otobus, apabila terjadi kerugian fisik penumpang yaitu berupa luka ataupun meninggal yang diakibatkan oleh kecelakaan/kelalaian penumpang sendiri selama terjadi dalam proses pengangkutan akan menjadi tanggung jawab pengangkut. Dalam hal ini pengangkut mengganti kerugian terhadap penumpang (korban atau ahli warisnya) dengan memberikan biaya pengobatan atau santunan. Setiap penumpang yang menggunakan jasa angkutan PO Bus sudah dikenakan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja yang dibayarakan oleh pihak PO Bus setiap bulannya. Maka dalam hubungan ini penumpang juga dapat menggunakan klaim atas kerugian pada pihak asuransi.

Terhadap kehilangan/kerusakan barang bawaan atau barang cangkingan milik penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas atau kesalahan/kelalaian awak bus, maka dalam hal ini pihak pengangkut (PO Bus) tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti kerugian. Alasan pembatasan tanggung jawab adalah :

Pihak pengangkut telah mencantumkan klausula dalam setiap tiket bahwa “barang hilang/rusak resiko penumpang”.

Barang bawaan penumpang tidak pernah diperiksa isinya oleh pengangkut.Pengangkut tidak pernah memungut tarif atau ongkos terhadap barang bawaan penumpang. Penyelesaian dalam hal terjadi kerugian dalam pengangkutan orang, antara pengangkut (PO Bus) dengan penumpang dapat diselesaikan dengan musyawarah dan sampai saat ini belum pernah dibawa ke pengadilan.
Kata kunci: TANGGUNG GUGAT PENGANGKUT ORANG CV. ALFIAN INDAH PUTRA DALAM ANGKUTAN UMUM SANGATTA-BONTANGKALIMANTAN TIMUR.
BAB. I

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi seperti sekarang ini, segalanya cepat berubah dan berkembang. Sejalan dengan tuntutan jaman dan majunya teknologi, maka dari hari ke hari mobalitas masyarakat semakin banyak dan dituntut cepat. Menjawab semua itu dunia perhubungan khususnya mengenai pengangkutan dewasa ini sudah bertambah maju. Jasa pengangkutan salah satunya yang menjadi tulang punggung mobalitas masyarakat sangat banyak dipakai orang baik itu pengangkutan laut, darat dan udara. Memang dalam hal ini dunia pengangkutan semakin mempunyai peran dan arti penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan pengangkutan, orang dapat berhubungan satu sama lainnya dengan mudah.
Diantara sarana pengangkutan di negara kita adalah sarana pengangkutan darat dengan kendaraan (bermotor) umum. Beberapa perundang-undangan mengenai pengangkutan jalan sudah diadakan oleh pemerintah guna memberikan jaminan bagi para pengguna jasa pengangkutan dan juga si pemilik jasa pengangkutan. Salah satu undang-undang yang diundangkan oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang telah di Revisi menjadi Undang undang 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Melihat UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, banyak masyarakat yang hanya memperhatikan aspek pidana dari undang-undang ini. Mungkin karena masyarakat takut oleh ancaman sanksi pidana yang dirasa begitu memberatkan pada saat itu. Sehingga pelaksanaannya sampai tertunda selama satu tahun. Padahal dilihat dari sisi pengguna jasa angkutan di jalan maka bagi konsumen pemakai jasa angkutan, aspek-aspek keperdataan sesungguhnya tidak kalah penting sebab dalam pelaksanaannya ada resiko yang bisa menimpa pada konsumen selaku pemakai jasa angkutan dimana secara materi menimbulkan kerugian.
Dalam pasal 1 ayat (10) UU No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Yang dapat diangkut melalui pengangkutan darat dengan kendaraan (bermotor) umum adalah orang (pengangkutan orang), hewan dan barang-barang (pengangkutan barang).
Transportasi jalan di selenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini tidak mengatur secara khusus tentang pengangkutan orang. Di dalam KUHD sama sekali tidak ada peraturan mengenai pengangkutan orang di darat, sungai sungai dan perairan di pedalaman.
Demikian juga di dalam KUH Perdata juga tidak ada peraturan umum mengenai pengangkutan orang, maka dengan demikian perjanjian-perjanjian pengangkutan orang di darat dan sebagainya tersebut hanya didasarkan atas pasal-pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat perjanjian adalah timbal balik, artinya masing-masing mempunyai kewajiban dan hak. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Kewajiban penumpang adalah membayar uang angkutan.
Sebenarnya ada perbedaan antara pengangkutan barang dengan pengangkutan orang. Dalam hal obyek perjanjian pengangkutan barang itu mulai pada saat diserahkannya barang itu kepada pengangkut, maka penguasaan dan pengawasan atas benda-benda itu ada di tangan pengangkut. Pengangkut baru dapat dipersalahkan bila benda-benda itu terlambat datang di tempat tujuan, kurang, rusak atau musnah. Dalam hal perjanjian mengenai pengangkutan orang, penyerahan kepada pengangkut tidak ada. Tugas pengangkut hanya membawa atau mengangkut orang-orang itu sampai di tempat tujuan dengan selamat.
Dalam pelaksanaan pengangkutan orang sebenarnya tidaklah lepas dari resiko berupa kecelakaan dan akibatnya ialah kerugian baik di pihak pengangkut, penumpang atau mungkin juga pihak ketiga. Akan tetapi yang merasakan akibat tersebut mungkin yang terbanyak adalah penumpang bus yang jumlahnya 50 orang dimana bisa mengalami meninggal dunia, cacat atau luka luka apabila terjadi kecelakaan, yang semua itu memerlukan biaya. Dengan ditentukan ancaman pidana yang berat bagi pelanggar lalu lintas diharapkan sedikit terjadi pelanggaran, sehingga kerugian dapat ditekan dan kepentingan umum terpenuhi dengan dipidananya si pelanggar lalu lintas.
Tetapi bagi para korban (penumpang) tersebut yang lebih penting dilindunginya kepentingan mereka dengan adanya ganti rugi, apabila dalam pelaksanaan pengangkutan terjadi musibah terhadap keselamatannya dan barang bawaannya. Untuk dapat menuntut ganti rugi sebenarnya harus diketahui dulu siapa yang bertanggung jawab dalam pengangkutan. Tanggung jawab mengandung pengertian bahwa seseorang yang karena salahnya/kelalaiannya menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka kepada orang yang telah melakukan kesalahan/kelalaian itu wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Demikian ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata. Bila melihat ketentuan ini, maka awak bus yang membawa penumpang wajib bertanggung jawab atas kerugian penumpang. Tetapi dalam pasal 1367 KUH Perdata ditentukan juga bahwa majikan dan mereka yang mengangkut orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan untuk mana orang-orang ini dipakainya.
Menurut pasal 28 UU No. 14 Tahun 1992 ditentukan bahwa pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Sedangkan dalam pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 ditentukan bahwa pengusaha angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
Maka dapat disimpulkan bahwa pengangkut dalam hal ini pengusaha angkutan beserta awak bus yang terlibat dalam pelaksanaan pengangkutan, selalu dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu kerugian yang diderita penumpang, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut di luar kesalahannya atau kesalahan pegawainya. Dalam kenyataan sehari-hari pada dunia otobus, pengangkut selalu mencantumkan klausula yang pada dasarnya berarti bahwa “barang hilang/rusak, resiko penumpang & sudah termasuk iuran wajib asuransi kecelakaan jasa raharja”.
Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “TANGGUNG GUGAT PO CV. ALFIAN INDAH PUTRA DALAM ANGKUTAN UMUM SANGATA - BONTANG   KALIMANTANTIMUR”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimana tanggung jawab pengangkut dalam perjanjian pengangkutan dan bagaimanakah batas-batas tanggung jawab pengangkut serta alasan yang membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya sebagai pihak pengangkut serta bagaimana pula cara penyelesaian apabila terjadi kerugian dalam pengangkutan orang.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung gugat pengangkut dalam perjanjian pengangkutan ?

2. Bagaimanakah batas-batas tanggung gugatpengangkut serta alasan yang membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya sebagai pihak pengangkut ?

3. Bagaimana pula cara penyelesaian apabila terjadi kerugian dalam angkutan umum  ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :
1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.

D. Metode dan Tehnik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

1. Sumber Data
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengelompokkan data yang ada dalam dua bagian yaitu :

a. Data Primer
Data primer adalah merupakan data utama yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian di lapangan, yaitu di  CV. Alfian Indah Putra dan Terminal KM 3 Sangatta Kab. Kutai Timur.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pelengkap bagi data primer yang ada, yang diperoleh penulis dari berbagai buku-buku yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.
2. Teknik Pengumpulan Data
Penulis membagi tehnik pengumpulan data ini dalam dua tehnik penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan
Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengutip dan membuat catatan-catatan penting yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.
b. Penelitian Lapangan
Merupakan tehnik pengumpulan data yang langsung diperoleh penulis dari obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1) Wawancara
Yaitu wawancara langsung dengan responden yang ada hubungannya langsung dengan penelitian guna memperoleh data yang diperlukan.
2) Kuesioner
Yaitu perolehan data dengan mengajukan daftar pertanyaan guna memperoleh bahan tambahan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
3) Observasi
Yaitu pengamatan langsung di lapangan terhadap peristiwa, kejadian atau kegiatan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yaitu tentang tanggung jawab PO Bus dalam melaksanakan pengangkutan orang.
3. Analisis Data
Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.
BAB. II

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASANNYA
A. Tanggung Gugat Pengangkut Dalam Perjanjian Pengangkutan.

Dalam pelaksanaan pengangkutan, keselamatan orang dan barang yang diangkut pada dasarnya berada dalam tanggung jawab pengusaha angkutan. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila kepada pengusaha angkutan dibebankan tanggung jawab terhadap setiap kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang, yang ditimbulkan karena pelaksanaan pengangkutan yang dilakukannya.

Disamping hal tersebut dimaksudkan pula agar pengusaha angkutan dalam melaksanakan pengangkutan benar-benar dapat menyadari besarnya tanggung jawab yang dipikulnya. Besarnya ganti rugi yang harus ditanggung oleh pengusaha angkutan harus dibayar kepada pengguna jasa angkutan atau pihak ketiga adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang atau pengirim barang atau pihak ketiga. Tidak termasuk dalam pengertian kerugian secara nyata yang diderita antara lain adalah :

1. Keuntungan yang diharapkan akan diperoleh.

2. Kekurang nyamanan yang diakibatkan karena kondisi jalan atau jembatan yang dilalui selama dalam perjalanan.

3. Biaya atas pelayanan yang sudah dinikmati.

Istilah tanggung Gugat kata lain Tanggung jawab adalah terjemahan dari responsibility atau verantwoor delijkheid. Sebelum membahas tanggung jawab pengangkut secara lebih mendalam terlebih dahulu dijelaskan siapakah yang disebut dengan pengangkut dalam perjanjian pengangkutan. Pengangkut adalah majikan dari sopir, nahkoda kapal atau pilot yang merupakan pihak dalam perjanjian pengangkutan, bukan orang yang menjalankan kendaraan atas perintah pengangkut. Sedangkan pihak lain adalah penumpang/pengirim/penerima. Pihak pengangkut dalam perjanjian pengangkutan orang di darat dengan menggunakan otobus yang disingkat PO.
Tanggung jawab pengangkut terjadi atau timbul setelah adanya suatu perjanjian pengangkutan antara pengangkut di satu pihak dengan penumpang di lain pihak. Maka dapatlah diambil suatu pengertian bahwa dengan mentaati perjanjian pengangkutan in konkreto, pengangkut dengan itikad baik harus menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) yang dipercayakan kepadanya itu dengan sebaik-baiknya.Selain itu selama pengangkutan berlangsung, pengangkut berkewajiban menjaga keselamatan penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat.Ini berarti pengangkut melakukan segala usaha (daya upaya) agar supaya penumpang dapat sampai di tempat tujuan dan tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan disini adalah kecelakaan dalam pengangkutan yang mengakibatkan kematian bagi penumpang, menderita cacat tetap, luka ringan/berat.
Dalam perjanjian pengangkutan orang (penumpang) dengan menggunakan otobus, para pihak (pengangkut disatu pihak dengan penumpang di lain pihak) mempunyai hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Jika dalam menyelenggarakan pengangkutan orang (penumpang) dengan menggunakan otobus itu terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian pengemudi (sopir) selaku bawahan dari pengangkut yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan menimbulkan kerugian bagi penumpang misalnya penumpang itu meninggal dan atau menderita cacat tetap, luka berat atau ringan, maka pihak pengangkutlah (pengusaha) yang bertanggung jawab terhadap kecelakaan itu.
Seorang pengusaha bertanggung jawab atas akibat-akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian-kelalaian pegawai atau buruh (bawahannya). Seorang sopir yang karena kelalaiannya, mobilnya membentur mobil orang lain sehingga beberapa penumpang luka-luka, pengusaha sebagai atasan sopir yang lalai tersebut bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh penumpang maupun pemilik mobil yang dibentur. Pada perjanjian pengangkutan orang (penumpang) di darat dengan menggunakan otobus, tanggung jawab pengusaha otobus dalam hal terjadi kerugian akan tetap ada selama kemungkinan kecelakaan atau peristiwa-peristiwa lain yang menimbulkan kerugian bagi penumpang. Selain itu masalah tanggung jawab pengangkut merupakan suatu masalah yang harus dipenuhi karena hal itu merupakan salah satu aspek terpenting dalam rangka perlindungan hukum bagi pemakai jasa angkutan.
Bertitik tolak dari uraian di atas, maka tanggung jawab pengangkut yang dipikul oleh pengangkut itu adalah suatu kenyataan bahwa pengangkut dalam perjanjian pengangkutan orang merupakan pihak yang mengikatkan diri untuk memberikan jasa angkutan, berkewajiban mengusahakan keamanan dan keselamatan selama pengangkutan berlangsung yakni saat penumpang naik kendaraan tersebut (otobus) hingga saat turunnya dari kendaraan tersebut. Tanggung jawab pengangkut (PO) dalam hal memberikan ganti kerugian kepada penumpang yang mendapat kecelakaan selama dilangsungkannya pengangkutan itu timbul jika kecelakaan yang terjadi itu disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pihak pengangkut antara lain pengemudi (sopir) tidak dapat menunjukkan SIM atau masa berlaku SIM yang sudah habis selama mengendarai kendaraan umum yang bersangkutan. Kendaraan tersebut tidak layak jalan (likh darat) seperti rem yang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau kondiri ban yang sudah halus, waktunya diganti tetapi belum diganti. Saat di keer pengangkut tidak melakukannya, dimana uji kendaraan itu dilakukan setiap enam bulan sekali.
Jadi selama pengangkut (PO) dapat membuktikan bahwa kecelakaan yang terjadi itu disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka pengangkut dibebaskan dari ganti kerugian terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan otobus itu.Dengan demikian ganti kerugian terhadap korban kecelakaan otobus itu dibebankan kepada PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Pengangkut mengasuransikan tanggung jawabnya kepada PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dengan jalan membayar iuran setiap bulannya, berarti pengangkut telah mengasuransikan tanggung jawabnya atas seluruh penumpang yang diangkutnya.
Dengan demikian apabila terjadi kecelakaanm semua penumpang di dalam bus menjadi tanggungan Jasa Raharja tanpa melihat penumpang bus tersebut berkarcis atau tidak karena iuran yang dibayarkan oleh pengusaha kepada Jasa Raharja sistemnya adalah borongan yaitu telah ditetapkan besarnya pada setiap bulan. Dalam hal ini pihak Jasa Raharja beranggapan bahwa tanggung jawab yang diasuransikan oleh pengangkut adalah untuk seluruh penumpang yang diangkutnya. Sepintas kalau kita amati memang terjadi semacam peralihan resiko. Namun demikian bukan berarti pihak pengangkut melepas begitu saja tanggung jawabnya, melainkan pengangkut masih tetap mempunyai tanggung jawab sebatas kemampuannya.
Berdasarkan penelitian penulis di PO Bus CV. Alfian Indah Putra bahwa perusahaan memberikan biaya pengobatan bila ada kecelakaan yang terjadi pada penumpang selama dalam pengangkutan.Biaya pengobatan tersebut diberikan perusahaan sebagai tanggung jawabnya dalam melaksanakan pengangkutan orang. Menurut data bahwa tidak selamanya kecelakaan yang menimpa diri penumpang tersebut sebagai akibat dari kelalaian awak (kru) bus yang menjalankan kendaraan, akan tetapi juga disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari penumpang sendiri. Sebagai contoh bahwa yang sering terjadi adalah penumpang tergesa-gesa untuk turun padahal bus belum berhenti, akibatnya penumpang tersebut jatuh dan terluka.Kecelakaan seperti ini sebenarnya adalah akibat kelalaian atau kesalahan dari penumpang sendiri dimana bertindak tergesa-gesa dan kurang hati-hati. Kesalahan atau kelalaian dalam hal ini berada di pihak penumpang, dan penumpang juga menyadari akan kelalaian dan kesalahannya tersebut yakni tergesa-gesa sehingga menyebabkan dia terluka.
Peristiwa seperti ini sebenarnya pengangkut dapat membebaskan diri dan tanggung jawab karena kesalahan/kelalaian ada pada pihak penumpang dan penumpang juga mengakuinya.Tetapi pihak perusahaan pengangkutan memberikan biaya pengobatan bagi penumpang tersebut sebagai tanggung jawabnya memberikan pelayanan yang baik bagi penumpang dan juga sebagai rasa kemanusiaan.Besarnya biaya pengobatan yang diberikan adalah disesuaikan dengan berat ringannya luka yang diderita oleh penumpang tersebut. Biaya akan dikeluarkan oleh pengusaha angkutan lebih dahulu, selanjutnya biaya yang telah dikeluarkan tersebut 50% menjadi tanggungan awak bus yang terlibat kecelakaan tersebut. Terhadap awak bus maka akan ditanggung oleh sopir (pengemudi) yang paling banyak, selanjutnya kondektur dan yang terkecil adalah kernet bus. Pembebanan biaya terhadap awak (kru) bus dibuat sedemikian rupa dengan cara mengangsur sehingga tidak memberatkan awak (kru) bus.

B. Batas-batas Tanggung Gugat Pengangkut serta Alasan Yang Membebaskan atau Membatasi Tanggung Jawabnya Sebagai Pihak Pengangkut
Pengangkut sebagai pihak yang telah diberi kuasa oleh penumpang untuk mengangkut dirinya ke tempat tujuan dengan aman dan selamat, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan kerugian oleh pihak penumpang yang terjadi selama dalam proses pengangkutan dan atau karena kesalahan dalam pengangkutan akan menjadi tanggung jawab pengangkut. Apabila prinsip tanggung jawab tidak dibatasi akan berakibat mahalnya biayaangkutanyang harus dipikul/dibebankan kepada penumpang. Dan juga kerugian bagi pihak pengangkut, dimana biaya pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan.
Kerugian pada pihak penumpang dalam pengangkutan sebenarnya tidak hanya sekedar menderita luka karena kecelakaan atau hal-hal lain yang menimpa diri atau jasad dari penumpang tersebut.Lebih luas dari itu pada umumnya penumpang dalam bepergian selalu membawa barang bawaan/barang cangkingan. Terhadap barang penumpang sebetulnya pengangkut juga harus bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang selama dalam proses pengangkutan tersebut. namun demikian pengangkut telah membatasi diri untuk tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang mungkin timbul terhadap barang bawaan penumpang.Di dalam pengangkutan orang dengan otobus, masalah barang bawaan juga sering terjadi diantaranya adalah kehilangan barang yang disebabkan diambil atau terambil (tidak disengaja) oleh penumpang lain, dicuri oleh pihak ketiga dalam hal ini oleh pencopet yang biasa terjadi dibus antar kota, kemudian juga oleh penempatan yang ceroboh sehingga barang bawaan terjatuh. Kerusakan barang bisa disebabkan oleh sifat dari barang itu sendiri yang mudah rusak, kesalahan dalam penempatan sehingga tertindih oleh barang penumpang lain, karena kendaraan mengalami kecelakaan sehingga barang bawaan mengalami kerusakan. Barang bawaan penumpang ketinggalan/tertinggal di bus, hal ini dapat terjadi karena penumpang tergesa-gesa sehingga lupa akan barang bawaannya.
Untuk itu semua dalam karcis bus yang diberikan kepada penumpang disebutkan klausula bahwa barang hilang/rusak resiko penumpang. Ini menunjukkan bahwa perusahaan otobus (pengangkut) telah membatasi apa yang sebenarnya juga menjadi tanggung jawabnya. Sebab dalam pengangkutan, kerusakan atau kehilangan barang bisa juga disebabkan oleh kelalaian awak bus dan yang sebetulnya pengangkut tidak bisa lepas tanggung jawab tetapi harus meneliti anak buahnya dalam hal in awak bus, apakah benar-benar melakukan kesalahan/kelalaian.Dan kalau benar-benar terjadi kesalahan/kelalaian yang menyebabkan barang penumpang hilang/rusak, maka konsekuensinya adalah ganti kerugian.Hal seperti ini tidak dilaksanakan oleh PO Bus.Klausula di dalam karcis dianggap bahwa perusahaan telah melakukan penawaran umum terhadap pembatasan tersebut dan penumpang telah menyetujuinya.
Berdasarkan hasil penelitian penulis jika terjadi kerusakan atau hilangnya barang bawaan atau barang cangkingan penumpang tersebut yang merupakan akibat langsung atau tidak langsung dari pengangkutan (dengan menggunakan otobus) itu, maka pihak pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang bawaan atau barang cangkingan tersebut. Pihak pengangkut dalam hal ini PO Bus CV. Alfian Indah Putra  tidak pernah memberikan ganti rugi terhadap kehilangan/kerusakan barang bawaan penumpang.
Demikian pihak penumpang tidak dapat menuntut ganti rugi kepada pihak pengangkut (PO) atas kerusakan atau hilangnya barang bawaan atau barang cangkingan penumpang tersebut, meskipun kesalahan atau kelalaian disebabkan karena pihak pengangkut sendiri.Dalam hal ini pihak pengangkut menggunakan klausula yang dimuat di setiap tiket/karcis penumpang sebagai bukti bahwa pengangkut telah mengadakan penawaran umum dan ternyata walalupun demikian penumpang tetap menggunakan angkutan tersebut.Jadi terhadap klausula yang tercantum dalam setiap tiket/karcis penumpang tersebut tidak dapat diganggu gugat (bersifat mutlak).
Alasan lain yang digunakan pengangkut (PO) untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawabnya terhadap kerusakan/kehilangan barang bawaan penumpang adalah :
1. Dari segi pembuktian dimana kebiasaan dalam praktek, barang bawaan/barang cangkingan penumpang tidak pernah diperiksa isinya oleh pihak pengangkut. Sehingga dengan demikian pengangkut tidak dapat mengetahui apakah benar-benar terjadi kerusakan atau kehilangan barang bawaan/barang cangkingan sebagai akibat pengangkutan.

2. Pihak pengangkut tidak pernah memungut tarif atau ongkos terhadap barang bawaan/barang cangkingan penumpang baik yang ada dalam ruang penumpang maupun dalam ruang bagasi, kecuali bila diletakkan di tempat duduk yang akan dipungut tarif seperti tarif orang, karena tempat duduk memang diperuntukkan untuk penumpang dan bukan ditempati barang.

Terhadap kecelakaan yang tidak terduga dimana jumlah penumpang yang terluka ataupun juga mungkin ada yang meninggal serta jenis berat dan ringannya luka-luka, maka tanggung jawab pengangkut sebatas memberikan biaya pengobatan dan biaya pemakaman atau juga selamatan bila ada yang meninggal.Besarnya biaya adalah disesuaikan dengan kebijaksanaan pengangkut, dalam hal ini pengangkut tidak dapat dituntut yang lebih besar atas klaim bahwa terlukanya dia (penumpang) menyebabkan kehilangan keuntungan yang harus diganti oleh pihak pengangkut.Tuntutan seperti ini tidak mungkin dipenuhi oleh pihak pengangkut, untuk menanggung kerugiannya maka penumpang dapat mengajukan klaim ke PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pihak asuransi.
Penumpang akan memperoleh santunan dari PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja yang besarnya sesuai dengan ketentuan pihak asuransi. Dalam pengurusan ke pihak asuransi, maka pihak PO Bus sudah tidak ikut campur dalam pengurusan karena pihak PO sudah membayar premi ke PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan.Jadi pihak penumpang tinggal menghubungi pihak asuransi. Demikian yang bisa dilakukan oleh pihak penumpang dalam hal menuntut ganti kerugian
C. Penyelesaian Apabila Terjadi Kerugian Dalam Angkutan Umum.

Kerugian yang diderita oleh penumpang yang dialaminya karena suatu kecelakaan selama dilangsungkannya pengangkutan dengan menggunakan otobus, bisa berupa kerugian fisik penumpang dan non fisik yaitu berupa kerugian materi. Kerugian ini memerlukan penyelesaian secara tuntas. Tuntutan akan diajukan oleh korban/ahli warisnya kepada :
1. Pengangkut (PO) melalui musyawarah, asalkan pihak yang menderita kerugian itu bisa menunjukkan bukti bahwa kerugian timbul selama dan sebagai akibat langsung dari pengangkutan otobus yang bersangkutan.

2. Mengajukan klaim ke PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pihak asuransi. Penumpang akan memperoleh santunan dari PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja yang besarnya sesuai dengan ketentuan pihak asuransi. Dalam pengurusan ke pihak asuransi, maka pihak PO Bus sudah tidak ikut campur dalam pengurusan, karena pihak PO sudah membayar premi ke PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

Menurut hasil penelitian penulis hingga saat ini, besarnya tuntutan ganti rugi fisik penumpang dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah/mufakat. Belum pernah diadakan penuntutan ke pengadilan. Selain itu karena pada dasarnya semua penumpang bus sudah diasuransikan oleh pihak pengangkut (PO) yaitu dengan adanya perusahaan PO Bus yang menyetor iuran wajib, maka terjadinya kecelakaan tersebut sudah ada pihak yang menanggung dengan syarat kecelakaan tersebut tidak disengaja. Setiap perusahaan otobus membayar atau menyetor iuran wajib, maka apabila mengalami kecelakaan semua penumpangnya tidak perlu membuktikan adanya karcis atau tidak. Semua penumpang mendapat ganti kerugian dari pihak asuransi.

Terhadap kecelakaan yang menimbulkan luka-luka ringan sebagai contoh saat penumpang hendak turun tetapi bus masih berjalan lambat sehingga penumpang mengalami luka terkilir kakinya, dalam hal ini kerugian/biaya pengobatan diselesaikan langsung oleh awak bus di tempat tersebut. Kemudian atas kejadian itu awak bus melapor ke kantor pada saat memberikan uang setoran bahwa telah terjadi kecelakaan sehingga membayar ganti kerugian. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan kepada penumpang sebab kantor berada jauh dari tempat terjadinya kecelakaan tersebut.

Terhadap kehilangan dan kerusakan barang bawaan/barang cangkingan penumpang, perusahaan otobus tidak memberikan ganti kerugian. Akan tetapi terhadap barang bawaan milik penumpang yang tertinggal di bus dan ditemukan oleh awak bus, maka akan disimpan di kantor. Apabila nanti penumpang yang merasa barang bawaannya tertinggal tersebut mencari, maka tinggal mencocokkan ciri-ciri barang yang tertinggal tersebut. Dan apabila benar dengan ciri-ciri yang disebutkan penumpang, maka barang tersebut akan diserahkan kembali pada penumpang dengan menyerahkan foto copy KTP.

Apabila penumpang sudah diberitahu akan tetapi tidak mengambil barangnya, maka barang milik penumpang yang tertinggal tersebut akan tetap disimpan di kantor. Dalam jangka waktu ( 1 tahun barang tersebut tidak ada yang mengklaim, maka barang-barang tersebut akan dilihat apabila barang tersebut masih bisa dimanfaatkan maka akan diberikan kepada fakir miskin sedang yang tak bisa digunakan akan dibuang. Demikian penyelesaian mengenai barang bawaan penumpang apabila tertinggal di bus dan ditemukan oleh awak bus.

BAB. III

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam  bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal pelaksanaan pengangkutan orang dengan menggunakan otobus, apabila terjadi kerugian fisik penumpang yaitu berupa luka ataupun meninggal yang diakibatkan oleh kecelakaan/kelalaian penumpang sendiri selama terjadi dalam proses pengangkutan akan menjadi tanggung jawab pengangkut. Dalam hal ini pengangkut mengganti kerugian terhadap penumpang (korban atau ahli warisnya) dengan memberikan biaya pengobatan atau santunan. Setiap penumpang yang menggunakan jasa angkutan PO Bus sudah dikenakan Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja yang dibayarakan oleh pihak PO Bus setiap bulannya. Maka dalam hubungan ini penumpang juga dapat menggunakan klaim atas kerugian pada pihak asuransi.
2. Bahwa terhadap kehilangan/kerusakan barang bawaan atau barang cangkingan milik penumpang yang diakibatkan oleh kecelakaan lalu lintas atau kesalahan/kelalaian awak bus, maka dalam hal ini pihak pengangkut (PO Bus) tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan ganti kerugian. Alasan pembatasan tanggung jawab adalah :
a. Pihak pengangkut telah mencantumkan klausula dalam setiap tiket bahwa “barang hilang/rusak resiko penumpang”.
b. Barang bawaan penumpang tidak pernah diperiksa isinya oleh pengangkut.
c. Pengangkut tidak pernah memungut tarif atau ongkos terhadap barang bawaan penumpang.
3. Bahwa penyelesaian dalam hal terjadi kerugian dalam pengangkutan orang, antara pengangkut (PO Bus) dengan penumpang dapat diselesaikan dengan musyawarah dan sampai saat ini belum pernah dibawa ke pengadilan.
B. Saran – Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Agar pihak PO Bus dapat mempertahankan pelayanan yang sudah baik pada penumpang khususnya dalam pemberian biaya pengobatan bagi penumpang yang terluka selama dalam proses pengangkutan tersebut.
2. Pelayananan lain yang perlu ditingkatkan pengangkut adalah agar awak bus ikut juga mengamankan barang bawaan penumpang dengan cara mengingatkan penumpang akan barangnya saat turun di terminal. Juga akan kru bus berani menegur pihak penumpang yang mempunyai gelagat mengambil barang milik penumpang lain.
3. Bila memungkinkan maka pihak PO Bus juga harus bertanggung jawab untuk mengganti barang bawaan penumpang yang hilang/rusak dimana kehilangan dan kerusakan barang tersebut yang nyata-nyata diakibatkan oleh kelalaian awak bus atau kecelakaan lalu lintas selama dalam proses pengangkutan.
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